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ABSTRACT

This research aimed to identify indonesian National Police (Polr] strategy in camying out imoga restorgtion in the Ferdy
Sambo case. Tha cose of Fendy Sombe attrocted substentinl pubiic attention throvghowt the end of 2022 becouse it imwoived
members of the Netional Police in criminal octs. This incident undermined the imoage and regputation of the Notional Polica
of 0 stote opparotus whose funchion is o maintgin secwrity ond order Ferthermome, the cose of Ferdy Sambo fas
impifcations for @ communication crisis along with reports in the media that involve many parties @5 sources so that it
brings speculation on the image of the Police. A communicotion strategy to mstore the imoge wos required in crisis
communicotion monagemant, especially in the eary perod of tha crisiz in order to maintain the oroanizetion 's regutation.
This research used o guolitative approach with gualitotive content analysis as the method. This study wvsed William Benoit's
strotegy formuwlotion as diwded imege restorztion strotegies into five cotegones: "Danial, Evading Responsibility, Reducing
affensrvenass of events, (orrective oction, ond Mortificotion”. The findings showed thet the Polrf imoge restoration straotegqy
ot tihw beginning of the Ferdy Sambo cose was reducing the offensiveness of the event which consisted of bolstenng
foltowed by comective action, while the combingtion of strotegies proctice was bolstering, diferentiction, oom pensetion,
and cormective ootion in the post-initicl cose. The imoge restorgtion strotegqy wsed in the carificotion mestimg with
Commission il of the DPR R was o arsume the orisis as on acoident, bolstanng, comective action ond mortification. This
study found another strotegy in the doto as the troit of the gualitotive content onalysis mquired interpretotion, opart from
the sinrtegy desoribed by Banoit, pamaly hiererchical power ot the beginring of the orisis, authortotiee support in the post-
crisis baginning ond contimnuous improvemant in the dordficotion mesting with Commission [ of the DFR RL Tha
orgagnizotion’s power reigtions with the public ond stekeholders determine the ratorc and vanous strotegies in orisis
communicotion.

Keywords: imoge restomation; disis communication; Fendy Sambo cose; rethenc; power refgtions.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifiimsi strateg Pold dalam melako kan restorasi ditra pada kasus Ferdy 5Sambo.
Ka sus Ferdy 52 mbo menark perhatian besar publiksepanfangakhirtahen 2022 karena melibatkan para anggota Poln
dalam tindakan kriminali@s. Peristiwa ini meruntuhkan citra dan reputasi Pold sebagai aparat negara yang berfungsi
men jaga keamanan dan ketertiban. Selain ftu, kasus Ferdy Sambo berimplikasi pada krisis komunikasi seinng dengan
perberi@an-pemberitaan di mediz yang melibatkan bamyek pihak s ebagzi narasumber sehinggz membawa spekulas pada
citra Polr. Strateg komunilzsiuntuk merestorasicitra dibutuhkan dalam manajemen komunikasi krisis terutama pada
periode awal krisis guna menjaga re putasi organisasi. Pendekatan yang digunakandalam penelitianini ialah kualimtif
dengan metode 2 nalisisisi kuaftatif. Pe nelitian ini menggunalan omusan strategi William Benoit yang membagi strategi
restorasiatra menfadi lima kategori: " Denial, Evading Responsibility, Reduong offensivencss of event, Corrective ootion dan
Mortification”. Hasil penelitian menunjukizn bahwa strategirestorasi citra Polr pada awal kasus Ferdy 5ambo ialah
reduring affensivenass of event ya ng terdiri dar bolstering dzn diikuti dengzn cormactive ootion se dangian pada paska awal
kasus, kombinas strateg yangdigunaian ialah bolstering, differentiotion, compantotion serta comechve action. Strategi
restorasiotra yang digunakand alamrapat kerja dengan Komisi [11 DPR Rl ialah melihatkrsis sebagai kecelakaan,
bolstering, comective aotion dan mortificotion. Sebagsimana penelitiananalisis isi kealitatif yang bersifat melakukan
interpretasidat, peneliti menemuian strategi laind alam da@, diluarstrategi yang dipaparkan Benoit yaitu hienerchicod
powar pad a awal krsis, cuthontotive support pada paska awal krisis serta continuous improwement dalam rapat kerja
denganKomisilll DPR Rl Power relotions organisasi dengan publik maupun stekeholder yang dihadapinya menentukan
retorika dan variasi strategi dalam komunikasi krisis.
Kata kund: restorasi citra; komunikasi krisis; kasus Ferdy Sambo; retorika; power relgtions.
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LATAR BELAKANG

Kimerja organisasi pelayan publik seringkali dikaitkan dengan citra lembaganya. Citra lembaga pelayan
publik pada akhirnya juga melekat dengan citra pemerintah sebagai penyedia atau penyelenggara pelayanan
publik. Seiring denzan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia maka orientasi
manajemen publik diarahkan pada transparansi, professional dan berkredibilitas. reformasi birokrasi
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, mendongkrak kinerja birokrasi, ransparansi dalam
pengelolaan serta penggunaan anggaran sehingga menjadi yang lebih efektif dan efisien, dan mewujudkan
birokrasi yang berintegritas dan akuntabel .

Kepolisian Republik indonesia [Polri) sebagaisalahsatu lembaga pelayan publik mengalami pasang surut
dalam membangun citra yang positif dalam berinteraksi dengan publik. Penelitian ini lebih lanjut, akan
melakukan kajian mengenai strategi Polri sebagai pelayan publik dalam mengatasi krisis kemunikasi dalam
kasus Ferdy Sambo (F5). kasus yang memperoleh pengawalan dan perhatian besar publik ini mempertaruhkan
kredibilitas dan profesionalitas Polri mengingat kasus ini melibatkan oknum kepolisian dalam perbuatan
kriminal yakni pembunuhan Brigadir Mopryansah Yosua Hutabarat |yang selanjutnya dalam peneligan ini
disebutBrigadir Yosua). Sebagaimana pada awalnyarilis Polri yang menyebutkan bahwa terbunuhnya Brigadir
vosua disebabkan adanya saling tembak antara anggota Polri mamun dalam perkembangannya, bukti
mengarah pada pembunuhan Brigadir vosua atas perintah FS dan hilangnya beberapa alat bukti oleh oknum
kepolisian.

Beberapa penelitianmenunjukkan bahwa sejak empat @hun terakhir, kepercayaan publik terhadap Polri
mengalami penurunan. Berdasarkan survey di Maret 2019, ditemukan sebanyak 686 persen responden
menilai citra Pelri baik sedangkan sisanya memberikan penilaian sebaliknya. Penilaian tersebut menurun
dalam survey yang dilakukan pada Oktober 2019 menjadi 65,8 persen. Citra Polri kembali dinilai pada April
2021 dan terjadi peningkatan menjadi 78,7 persen. Pada Oktober 2021, mengalami penurunan menjadi 77,5
persen. Pada survey tahun 2022, yang diadakan pada bulan Januari, yang menilai citra Polri baik yakni berada
di sekitar angka 74,8 persen. Sebagian besar sisanya berpendapat citra Polri memburuk. Kemudian, pada
Oktober 2021, angkanya kembali turun menjadi 77,5 persen. Dalam jajak pendapat yang digelar Januari 2022,
jumnilah responden yang menilai citra Palri baik yakni berada di sekitar angka 74,8 persen. Hal tersebut berarti
sebesar 25,2 persen menilai citra Poln memburuk [Litbang Kempas, 2022). Citra organisasi sangat berdampak
pada kepercayaan publik, yang dibutuhkan sebagai modal sosial organisasi guna menjalankan tugas serta
fungsinya, Bagan 1 merupakan hasil survey yang dijalankan pusat penelitian dan pengembangan Kompas
khusus mengenai citra Polri terkait kasus FS.

Bagan 1.Hasil survey litbang Kompas mengenai respon publik terhadap Polri dalam kasus F5
Respon publik terhadap Polri dalam kasus FS
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Bagan 1 menunjukkan citra dan transparansi Polri memburuk sekalipun hasil sunvey menunjukkan kalau
optimisme dan keyakinan publik terhadap kemamgpuan Polri mengusut kasus tersebut masih relatf tinggi.
Tagline Palri yang berbunyi “Mel indungi, Mengayomi dan Melayani masyarakat” dalam konteks ini kemudian
menjadi pertanyaan publik, apakah citra yang ingin dibentuk setara dengan perilaku crganisasi beserta para
anggotanya? (L'Etang, 2013). Sebagaimana sebuah togline menyiratkan kiaim singkat tentang janji, esensi
(Whesler, 2017}, positioning [Slade-Brooking, 201&), kepribadian dan pembeda dengan organizasi lain
(wheeler, 2017]. Pada lembaga non-profit seperti Polri, tagline dikenal dengan slogan yang merupakan
representasi dari kebijakanatau layanan yang dijanjikan (Sharkansky, 2002). Jadi, pada konteks Polri sebagai
lembagza pel ayan publik, togline merupakan pesan yang dikreasikan organizasi untuk mempengaruhi persepsi
publik terhadap kualitas pelayanan yang dijanjikan sebagai upaya membangun citra positif.

Pada kasus FS tersebut, integritas dan kinerja Polri menjadi @ruhnya dan kepekaan Polri memenuhi
ekspektasi publik. Sebagaimana Citra dalam PR diterjemahkan ol eh walter Lippman sebagai sebuah stereotip,
sebuah istilah yamg menggambarkan “the picture in our heagds”, yang berbeda dengan realitas atau yang
sebenarnya. Menurut Lippman, proses pembentukan stereotype adalah cara memahami apa yang diobservasi,
menyatukan dan mengaitkan informasi yang baru dengan yang sebelumnya (L'Etang, 2013). The picture’s an
our head, inilah yang muncul di benak publik pertama kali ketika mendengar sebuah nama organisasi.

organisasi dan krizsis bersifat inheren, sepanjang organisasi hidup berarti konflik akan terus melekat.
memahami krisis secara holistik berarti melihatbahwa kekacauan akibatkrisis organisasi, serta gangguan dan
pembaruan merupakan hal mendasar bagi siklus hidup organisasi (Seeger et al., 2005). Penanganan krisis
secara komprehensif melibathan praktik-praktik PR dalam pengelolaan krizsis seperti pemantawan maszalah,
penilaian risiko dan komunikasi, dan perencanaan krisis serta penyebaran informasi pascakrisis, manajemen,
dan pemulihan citra. Termasuk strategi pemilihan pesan dalam masa krisis.

Pada konteks krisis, organisasi didorong untuk melakukan pertukaran informasi di antara pihak-pihak
yang berkepentingan tentang sifat, signifikansi, atau pengendalian risike (Heath, 2001, hal 157} guna
mencegah terjadinya krisis komunikasi. Organisasi yang gagal dalam fungsi ini menghambat publik mereka
untuk membuat pilihan rasional tent@ng bagaimana aktivitas organisasi dapat mempengaruhi mereka.
Pengelclaan krisis membutuhkan manajemen risiko yang menskankan signifikansi pertukaran informasi untuk
mengurangi ketidakpastian. Hal tersebut merefleksikan bahwa pertukaran informasi dan membanzun
pengetahuan bersama didasarkan pada penyebaran pesan mengenai besarnya risiko yang dihadapi,
pentingnya norma kehati-hatian, dan strategi pengurangan risiko.

Citra sangat penting untuk organisasi baik korporat, badan pemerintah, kelompok nirlaba maupun
individu dan merupakan konsep sentral dalam kajian publik relations. Pada awal 1990-an, James E. Grunig
memperkenalkan perbedaan antara dua jenis hubungan antara organisasi dam publiknya yakni hubungan
simbolikdan hubungan perilaku. Grunig mendefinizikan hubungan simbelik berdasarkan aktivitas yang sifatma
permukaan dan memiliki komunikasi jangka pendek, sedangkan dia melihat hubungan perilaku berdasarkan
aktivitas substantif dan merupakan sebuah tindakan yang sifatnya jangka Panjang (Grunig, 1993).

Citra mengacu pada bagaimana sebuah organisasi menampilkan dirinya, baik secara sengaja yang
ditampilkan melalui aktivitas PR dan tidak disengaja yakni melalui komentar atau pernyataan spontan
karyawan di media. Hal tersebut berarti bahwa bagaimana pemangku kepentingan merasakan sinyal yang
dikirim oleh organisasi, pesan tersebut menjadi citra yang terbentuk dalam pikiran mereka. Pada konteks
inilah, citra mel ebihi sekedar gambaran sebagaimana yangdiungkapkan walter Lippman tapi hasil dari semua
interaksi dengan crganisasi, pengalaman, kepercayaan, perasaan, dan penget@ahuan publik tent@ng organisasi
(waszkiewicz-raviv, 2018).

Krisismerupakan peristiwa yang berpotensi memberikan pengaruh negatif pada citra organisasi beserta
layanan, produk, mawpun nama baik ataucitra organi sasi. kKrisis juga mengancamrelasinya dengan publikserta
keberlangsungan kinerja dan keberadaan organisasi.Krisisjuga dapatmenjadi titik balik organisasi. Sekalipun
demikian, krisis selalu berimplikasi pada tingkat risike dan ketidakpastian. Respon dan komunikasi organisasi
selama periode krisis menjadi penentu adanya perubahan yang diharapankan publik. Krisis yang dihadapi
organisasi berpotensi menjadi krisis komunikasi ketika banyak pihak yang terlibat dan terpengaruh dengan
adanya krisis tersebut Cormnmbs mengidenti fikasi krisis komunikasi terdiri dari dua proses komunikasi yakni
pengetahuan mengenai manajemean krisis dan manajemen reaksi pemangku kepentingan. krisis berimplikasi
pada kebutuhan akan pengzetahuan mengenai situasi yang terjadi. Pengetahuan tersebut digunakan untuk
menunjukkan analisis informasi. Pengetahuan akan tercipta ketika terdapat pemposesan informasi. (Heath &
O'Hair, 2010)

Krisis komunikasi diidentifikasi timbul ketika adanya informasi yang diperwkarkan oleh dan antara
otoritas publik, organisasi, media, individu dan kel ompok yang terkena dampak pada sebalum, selama dan
setelah krisis. Krisis memiliki tiga dimensi yang berdampak pada terjadinya krisis komunikasi yakni peristiwa
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krisis yang sebenarnya, bagasimana otoritas publik dan organisasi merespons krisis serta gambaran yang
terbentuk tentang krisis. Teori restorasicitramenekankan retorika sebagai perspektif yang krusial dalamupaya
memahami praktik-praktik komunikasi guna merestorasi citra organisasi.

Pendekatan pubiik relations pada saatterjadinya krisis komunikasi merupakan krusial guna merumuskan
dan mengelofa pesan yang sesuai dengan publik maupun stokeholder. Manajemen krisis merupakan
perencanaan strategis untuk mencegah dan merespons selama krisis atau kejadian negatif, sebuah proses
yang menghilangkan beberapa risiko dan ketidakpastian dan memungkinkan organisasi untuk lebih
mengontrol nasibnya. Proses komunikasi krisis melibatkan interaksi werbal, visual, tertulis antara organisasi
serta publiknya serta melalui pemberitaan media sebelum, selama, dan setelah kejadian negatif. Komunikasi
krizis dirancang untuk meminimalkan kerusakan reputasi organisasi.

Restorasi citra (Bemoit, 1997), dikenal juga sebagai teori imoge repair. Image restorotion menekankan
seperangkat strategi merestorasi citra sebagai bagian mengatasi krisis. Strategi mengatasi krisis merupakan
entry point bagi berhasilnya menjaga citra dan reputasi. Benoit membangun teori ini berdasarkan pendekatan
retorika. Pendekatan reorika dipandang sebagai penggunaan strategi simbolis untuk menjaga dan merestorasi
reputasi dan memengaruhi persepsi stokeholder maupun publikterhadap krisis dan organisasiitu sendiri. Pada
konteks ini, organisasi mengkonstruksi pesannya atau mengelola komunikasi sehingga situasi krisis tidak
memberikan pengaruh terburuk pada citra dan reputasinya.

Pemulihan atau restorasi citra berfokus pada pilihan pesan selama krisis. Teori imoge restongtion ini
membahas lima kategori mengenai strategi perbaikan citra amtara lain penolakan w@nggung jawab,
penghindaran tanggung jawab, penguranzan ofensif, tindakan korektif, dan mortifikasi. Restorasi citra menjad
alatevaluasipentinguntuk komunikasi krisis (Moody, 2011). Pada komunikasi krisis, dibutuhkan kemampuan
organisasi untuk melakukan seleksi pesan yang akan disampaikan kepada publik maupun stokeholder.
organisasi yang idak mampu mengidentifikasi situasi krisis berimplikasi pada atribusi publik dan stokeholder
mengenai keterl ibatan organisasidalam krisis oleh karenanya, merumuskanstrategi restorasi citra merupakan
tindakan yang krusial dan sentral.

Benoit & Drew [1297) menegaskan melalui penelitiannya tentang efektivitas dan kesesuaian strategi
restorasi citra, kemudian menyimpulkan bahwa secara umum, strategi-strategi yang dianggap tepat juga
dianggap efektif. Demikian pula, strategi yang dinilai tidak tepat juga dinilai tidak efektif. Bencit dan Drew
menyarankan bahwa organisasi yang berusaha mengembalikan citra bisa melakukan kombinasi strategi.
Pemilihannya bisaberdasarkan kesesuaian maupun kombinasi strategi yang lebih efektif atau sesuai daripada
menggunakan strategi tunggal. lainnya, Pada penelitian Benoit dan Drew yang dikaji secara kuantimtif,
ditemukan strategi yang efektif ialah morificobon dan comective oction.  Strategi dilakukan dengan
mengzunakan taktik yang dilakukan melalui praktik-praktik komunikasi dan perumusan pesan dengan
perspektif PR. Perspektf PR dalam menyusun startegi dantaktik menjadi signifikan guna memelihara relasi dan
kepercayaan publik dan stakeholder.

Penelitian mengenai restorasi citra banyak dikaji dalam sisi korporat, sebaliknya penalitian megenai
restorasi Citra yang terkait dengan sector pemerintah sebagai pelayanan publik tidak banyak dilakukan.
Penelitian yang terkait dengan restorasi citra pemerintah antara lain dikaji oleh Mustafa, abdullah dan Jayus
(2021)yang mengangkat Analisis dalam Strategi Permulihan Citra Jokowi dalam Mengatasi wabah Covid-19 di
Indonesia. Penelitan inimenggunakan metede kritis. Hasil penelitian menunjukkan Jokowi berusaha memoles
citranya dengan melakukan beberapa strategi antara lain penyangkalan, serang penuduh, diferensiasi,
kekalahan, kecelakaan, memperkuat, dan tindakan perbaikan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan mengelaborasi strategi restorasi citra Polri
melalui pernyataan-pernyataanyang disampaikan kapolri sebagai produk retorika dalam tiga peristiva . Tiga
peristiwa yang akan dikaji dalam penelitian iniialah konferensi pers Polri sebagaisaluran komunikasi Polri dan
rapatkerja Polri dengan Komisi 111 DPR Rl Restorasi citra sebagai sebuah strategi dalam krisis sangat bersifat
situasional oleh karenanya menggali strategi restorasi citra yang berbasis data menjadi signifikan sebagai
bentuk strategi lain yang mendukung penggunaan strategi yang sudah tersedia dalam teori.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatf. Analisis isi kualitatif adalah suatu metode
penelitian untuk interpretasi subjektif mengenai isi teks melalui proses klasifikasi sistematis pengkodean dan
mengidentifikasi tema dan pola [Hsieh & Shannon, 2005). Subyek penelitian ini ialah video konferensi pers
Paolri mengenai kasus FS serta video rapat kerja Kapolri dengan Komisi 111 PR RI yang membahas kasus F5.
Obyek penelitian ini ialah stratezi restorasi citra Polri dalam kasus F5. Data berupa audio visual tersebut
kemudian dikelola menjadi transkrip penelitian dan Langkah selanjutnya ialah melakukan koding. Elemen -
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elemen dalamteori yang tidak relevan kemudian dihilangkan. Penel iti selanjutnya melakukan eksplorasi data
guna memunculkan elemen baru yang selaras dengan terfmuan penelitian. Tahapan berikutnya, peneliti
melakukan analisis dan interpretasi.

amalisis isi kualitatif merupakan metode untuk mengzambarkan makna secara sistematis. Analisis isi
kualitatif dilakukan dengan menetapkan semua bagian ke kategori penghodean. Pada umumnya, analisis isi
kualitatif melibatkan interpretasi peneliti mengenai makna dari data yang ia miliki. Makna adalah sesuatu yang
diatributkan pada kata-kata maupun gambar. Pemaknaan dengan demikian merupakan proses yang komplek
yang menyatukan persepsi penerima teks mengenai teks. Makna tidak berdiri secara serta merta serta
bukanlah sesuatu yang melekat begitu saja pada sebuah teks, melainkan produk dari sebuah konstruksi.
|schreier, 2012}

amalisis isi kualitatif adalah alternatif bagi penelitian analisis isi yang berusaha menggali makna atau
ketika peneliti menggunakan paradigma interpretatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi temna-tema
atau kategori-kategori penting dalam sebuah konten, dan untuk memberikan pengkayaan deskripsi tentang
realitas sosial dalam latar tertentu. (Shava et al_, 2021)

Berkaitan dengan tujuan penelitian untuk melakukan eksplorasi strategi pemulihan citra Polri di era
reformasi birokrasi maka penelitian ini selanjutnya akan menggunakan analisis isi kualitatif. Penelitian ini
diawali dengan menggzunakan kategorisasi strategi pemulihan citra yang dikemukakan oleh Benoit (1957 ) dan
kemudian dielaborasi oleh peneliti secara kualitatif.

Denial
organisasi yang mendapatkan tuduhan menyangkal terjadinya krisis atau menyangkal keterlibatan
organisasi dalam terjadinya krisis.

Evading responsibility

organizasi mencoba untuk menghindari tanggung jawab dengan menggunakan salah satu metode ini.
Satu, Pengkambinghitaman yaitu organisasi mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai
tangzapan atas tindakan yangsalah daripihaklain. Dua, Defeasibility ialahorganisasi mengaku kurangnya
pengetahuan atau kontrol tentang tindakan tersebut. Tiga, Mengklaim krisis sebagai sebuah kecelakaan
Empat, Menzklaim tindakan organisasi dilakukan dengan motif a@u niat yang baik bukan sebaliknya.

Reducing effed iveness

organizasi mengingatkan publik mengenai kebaikan atau kebaikan yang pernah dilakukan organisasi
[Bolstering), mengklaim bahwa hanya kerusakan minimal akibat krisis sebagai upaya mencoba
meminimalkan perasaan negatif publik [minimozotion). Strategi imi juga bisa dilakukan dengan
membandingkan tindakan saat ini dengan tindakan yang pernah diambil di krisis yang serupa
[ifferentiction). Transendence, yang mencoba untuk menempatkan at@au mengkonstruksikan tindakan
organisasi pada konteks yang lebih menguntungkan. Aeducing effectivensss juga dilakukan dengan
menyerang penuduh (attock ocouser] serta memberikan kompensasi kepada pihak korban.

Corrective action
organizasi mengikuti tindakan korekuf, yakni tindakan untuk memulihkan status sebelum krisis atau
menjanjikan perubahan dan mencegah terulangnya krisis.

rAortification
organisasi mengakui bermnggungjawab atas krisis, mengungkapkan penyesalan dan memint
pengamgunan.

HASIL DAN DISKUSI

strategi restorasi citra Polri dilakukan oleh Kapolri, Lstyo Sigit Prabowos melalui konferensi pers dan
dalam rapat kerja dengam Komisi 111 DPR. Konferensi pers yang dilaksanakan Polri terkait kasus FS tersebut
pertama kali dilakukan pada 18 Juli 2022 [yang selanjutnya disebut sebagai awal krisis), yang mengumumkan
keputusan untuk menonaktifkan F5 sebagai Kadiv Propam Polri. Konferensi pers berikutnya dilakukan pada
pada 9 Agustus 2022 (yang disebut paska awal krisiz) dan kemudian menetapkan FS sebagai tersangka dalam
terbunuhnya Brigadir Yosua. Selanjutnya, gelar rapat kerja denzan Komisi 111 DPR dilakukan pada 24 Azustus
2022, Penelitian ini akan mel akukan identifikasi strategi restorasi citra yang dilakukan Kapolri dalam kedua
konferansi pers dam gelar rapat tersebut Berdasarkan transkrip pernyat@an Kapolri dalam konferensi pers
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tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat dua strategli utama yang digunakan oleh Kapolri dalam
melakukan restorasi citra Polri. Sebagaimana terlihat dalam tabel 1,

Tabel 1. Koding strategi Kapolri dalam konferensi pers terkait kasus Ferdy Sambo

Kategori Indikator mweal Krisis Krisis
Reducing
) affensiveness of
Teori Event
Restorasi Belstenng kMenekankan  perilaku v v
Citra Benoit baik organisasi
{1997) Minimizgtion Tidak menekankan krisis -
sebagai hal yang serius
Differentiation hengzeser penskanan - v
Transcendence Menekankan krisispada -

konteks perilaku yang
lehih bermanfaat

Attack Accuser Menyerang penuduh -
Compensation Memberikan - v
kompensasi pada
korban
Corrective Action Merencanakan v v
perbaikan dan
mengantisipasimasalah
Temuan Hierardhical power Kekuatan dan kesatuan
peneliti struktur lembaga Polri v
Authoritative Dukungzan dari tingkat v
support [£= 11 tinggi atau
pemberi kuasa

sumber: Data diolah penelit, 2022

Berdasarkan data, peneliti menemukan bahwa strategi denigl, evoding responsibility dan morification
tidak ditermukan di tahapan awal krisisdan paskaawal krisis. Data menunjukkan ba hwa strategi yang dil akukan
cleh Kapolri dalam kasus FS ini antara lain bolstering, differentiotion, compentotion dan corrective action.
Sebagaimana karakteristik penelitian analisis isikualimtif yang menggali temuan penelitian berdasarkan data,
maka peneliti justru menemukan adanya strategi yang lain di luar teori image repair [Bencit, 1997) tentang
restorasi citra, yaitu strategi hierorchical power di tahap awal krisis sedangkan padapaska awal krisis, peneliti
menemukan strategi dukungan otoritatif. Bagian selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan pernyataan-
pertanyaan yang merujuk pada strategi Kapalri untuk memperbaiki citra Palri.

Tahapan Awal Kasus (Awal Krisis)

Respan dan perilaku organisasi di awal krisis merupakan momentum bagi organisasi untuk
mempertahankan legitimasi sesialnya. Pada tahapan ini, penelit menemukan dua tahapan stratesi restorasi
citra yaitu bolstering dan comedtive action. Strategi bolstering yang dikemukakan oleh Kapolri terlihat dalam
pernyataan dalam konferensi pers yang mengumumian tent@ng keputusan Kapolri untuk menonaktifkan Fs.
Berikut paparannya,
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“ipieh kareng itw, malom haor ini kito puluskan untuk dgen Pol Ferdy Sambo untuk sementorg
Jjabotonnya di nonaktifkan don kemudion jobaton tersebut saya serohkan kepado Pok Wakopoln.
Sehingga dengan demikion wntuk selgnjuinyg tugos, tanggung jowab terkait dengon divisi
propam akan dikendolikan oleh bapok Wekopolr. ini tenfunpe jugo untuk menjogo agaor apa
yvang tefoh kito lokuken selama ini terkoit masaloh komitmen untuk menjoga objektivitos,
tronsparonsi, den akuntobel ini betul-betw! biso kit jogae.” (Sumber: pernyataan Kapelri dalam
konferensi pers, tanggal 18 Juli 2022 di Mabeas Polri)

strategi bolstering Kapolri tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Polri terkait kasus F5 yang notabene
merupakan petingzi di jajaran Polri tidak akan mengubah komitmen Polri menjadi lembaga pelayan publik
yang mengutamakan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas daripada solidaritas keanggotaannya.
Objektivitas dan transparansi dalam menangani kasus F5 tersebut signifikan untuk membuktikan kepada publik
bahwa tidak ada conflict of interest dalam lembaga Polr pada kasus tersebut. Pada situasi yang mengejutkan
dan mengecewakan publik seperti kasus FS5 tersebut, Kapolri wntuk juga mengutarakan pesan yang
menguatkan dan dapat digunakan untuk mengurangi efek negatif dari perilaku pada aktor dengan
memperkuat pengaruh positif publik terhadap organisasi. Strategi bolstedng ini lebih lanjut diuraikan oleh
Kapolri sebagai berikutini,

“seiuruh fohapan soat ini sedang berjalon, proses pemenksoon saksi sedang  begolan,
pengumpwian alot bukti juga begolen don tentunya kit akan mengumpulkan bukti-bukti yarg
hise dipertanggung jowabkan sdentific sebogoimana komitmen kami untuk memprosss selumh
peristivg  yong ado ini dengon pertonggungjoweban secorm sdentific cime investigation.”
[Sumber: pernyataan Kapolri dalam konferensi pers, tanggal 18 puli 2022 di Mabes Polri}

strategi bolstering dalam mengelola krisis komunikasi kasus FS dibutubkan untuk mengingatkan publik
mengenai hal-hal yang pesitif terkait kinerja dan komitmen Polri. Kasus FS yang sebelumnya dikenal dengan
polisitembak polisimenzhantam citra dam kredibilitas Polrisebagai aparatnegara yang mempunyai kewajiban
menjaga ketertiban masyarakat. Kasus FS diasosiasikan dengan lemahnya sistem pengendalian perilaku para
amggota Polri. Memahami hal tersebut, Kapolri menggunakan strategi bolstering untuk mengingatkan publik
mengenai nilai-nilai Polri yang mengutamakan objectivitas, transparansi dan akuntanbilitas. Situasidan strateg
tersebut dipilih guna menyel amatkan citra dan reputasi Polrisehingga tidak tergerus dengan kasus FS tersebut

Pada tahap awal krisis ini, peneliti juga menemukan pernyataan Kapolri yanz menggunakan strategi
hierarchicol power yang menyanghkut kesatuan antar unit dalam tubuh Polri dalam menyelesaikan kasus
tersebut. Strategi ini mendukung dan menguatkan stratesi sebelumnya yakni boistening sehingza publik lebih
memusatkan perhatian pada manifestasi komitmen berupa manajemen penyelesaian konflik daripada
tenggelam dalam penyebab krisis yamg meruntuhkan citra, reputasi dan kredibilitas Polri. Strategi ini
merupakan pesan bagi Kapolri untuk ‘memamerkan’ kekuatan struktur kelembagzan dan kohesivitas dalam
tubuh Polri. Penyataan dipaparkan ol eh Kapolri sebagai berikutini,

“Soya kinm semuagnyo sedong begalon don tentunyo tim yong ode ini aken menggobungkan
antarg Polres, Polda, Boreskrnim jodi sotw rongkaion peristiwg yong kemudian biso dijelaskon
secorg tronsporon don biso dipertorggungjowabkan.”® [Sumber: pernyataan Kapolri dalam
konferensi pers, tanggal 18 Juli 2022 di Mabeas Palri)

Kasus F5 berpotensi mengakibatkan krisis kepercayaan publik kepada Polri oleh karena itu boistering
merupakan pengzunaan strategi awal yang tepat sebelum kasus tersebut semakin berkembang dan
memperburuk citra Polri. Sebagaimana Benoit (1997) menjelaskan bahwa strategi ini tidak saja digunakan
untuk mengatasi permasalahan mengenai citra organisasi tapi juga diasosiasikan dengan sesuatu yang
membuat publik mengingat tent@ng apa yang pernah dilakukan organisasi. Penekanan pesan pada hal-hal
positifyang dilakukan Poln sebelum krisis juga krusial guna membangun atribusi publik bahwa kasus Fs adalah
ocknum dan Polri idak terlibatdalam kasus tersebut dengzan demikian Polri tidak kehilangan legitimasi sosial.

organisasi mengalami krisis legitimasi apabila tindakan organisasi menimbulkan kerugian yang membuat
publik marah dan bersikap antipati. Legitimasi sosial berupa kompetensi dan karakter [Kriyantona, 2014. Hal.
179} Kompetensi pada konteks terjadinya kasus F5, mengacu pada kemampuan sistem yang terdapat di Polri
untuk menjzalankan mekanisme manajemen krisiz atau konflik yang sesuai prosedur. Selanjumya, karakter
mengacu pada etika, goodwill dan profesienalisme Polri dalam menangani kasus FS tersebut, sesuai dengan
ekspektasi publik.
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Tahapan Paska Awal Kasus [Krisis)

Tahapanini berisi pesan|anjutan Kapoln dari awal kasus. Pada tahapan ini, peneliti menemukan variasi
strategi restorasi citra dalam pernyataan Kapolri, amtara lain bolstening, differentiotion, compentation dan
corrective oction. Pada konferensi pers di tahapan ini, Kapolri mengawalinya dengan strategi bolstering, seperti
yang disampaikan pada kalimat beri kut ini,

“vong saya hommat Sopak Wokapoln, Seluruh tmsus, rekan-rekon media. Sere han ini sayg akan
menyampaikan perkembangan terbaru terkait peristivg tindok pidano yang terjodi di Duren Tiga
dan ini juga merupokan komitmen kami.” [Sumber: pernyataan Kapolri dalam konferensi pers,
tangzal @ Agustus 2022 di Mabes Polri)

Kata komitmen dalam pernyataan Kapolri tersebut, kembali menegaskan bahwa kasus FS merupakan
perkara yang krusial dan serius bagi lembaga Polri dan ingin memastikan kepada publik bahwa Polri akan
professiomal menangani kasus tersebut. Strategi bolstering dalam pesan Kapolri berulang kali dilakukan
sebagai penekanan untuk menanamkan ingatan publik bahwa Polri tetap berpegang teguh pada marwah Polri
¥ang memegang prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan. Pada gilirannya, selain merestorasi citra,
strategi ind diharapkan bisa ‘melunakkan’ emosi publik dan menggeser antipasti menjadi simpat publik.

Pada tahapan ini, ¥apolri Kembali menggunakan strategi comective action untuk meyakinkan publik
bahwa Polri telah mengambil kebijakan serta merumuskan langkah-langkah progresif untuk mengungkapkan
kasus F5. Beberapa kebijakan dam tindakan yang dilakukan Polri dalam penyelesaian kasus tersebut,
diungkapkan oleh Kapolri guna menunjukkan pada publik bahwa Polri tidak tebang pilih dalam
mengungkapkan kasus kriminal, semua dilakukan mengikuti prosedur. Comective gction merupakan strategi
yang dipilih untuk menegaskan memperbaiki masalah merupakan esensi manajemen krisis, bukan hanya gejala
dan oleh karena itw langkah-langkah menuju koreksi harus digariskan dan komitmen terhadap perubahan
nyata harus ditunjukkan [Pang et al., 2012). Strategi comective action terlihat dalam pernyataan berikut,

“Tindokan yang tidok profesiona! poda sagt penanganan dan oloh TEP sertg tindokan -Hndakan
tidok profesional lgin podo soot penyerahan jenazoh almarhum J di Jombi. Oleh karenag itu, untuk
membuot don menghilangkan hambotan-hambatan penyidikan beberopa waktu lafy kami telah
mengambil keputusan penonokiifon Kapoires Metro Selaton, Karo Pomingl, Kodiv Propam Poin,
Karo Proves.kKemudian Timsus jugo teloh melokukan pemerksagn terhadap pelanggaron kode
etik profesi Poln otoupun tindokan wuntuk merusak, menghilangkan barong bukti, mengaburkan
dan merckayoss dengan melokukan mutgs ke Yanma Poln don soat ini semuanyo dila kukan
pemenksgan.” [Sumber: pernyataan Kapolri dalam konferensi pers, tanggal 9 Agustus 2022 di
Mabes Polri)

“Selgnjutnya, untuk menjoga tronsporonsi dan akuntobilites dolom penanganan kasus ini, kita
teigh melibatkon pihak-pihak ekstemal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih
terus bekego don jugo mitre komi di Kompolnos selokw pengowas kepolisian.® (Sumbser:
pernyataan Kapolri dalam konferensi pers, @ngeal 9 Agustus 2022 di Mabes Polri)

Kapelr lebih lanjut juga mengzunakan strategi pemibedaan atau diferensiasi yakni menegaskan bahwa
tindakanyang diambil Kapoln | ebih menekankan penyidikan yang berbasis perencanaan, rasional dan ilmiah
bukan spontan dan irasional sehingga tindakan maupun upaya Polri tersebut |ebih menunjukkan pentingnya
memelihara atau antisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau obstruction of justice berikutnya.
Obstruction of justice merupakan fakta adanya relasi patron-klien dalam relasi atasan serta bawahan di Polri.
Relasi tradisional tersebut membuktikan bahwa bawahan lebih tunduk pada atasan daripada peraturan dan
profesionalitas. Fakta ini juga menunjukkan bahwa kepentingan elit di tubuh Polri lebih utama daripada
kepentingan publik. Kapelri dalam pemilihan strategi restorasi citra kemudian lebih memilibh wntek
menunjukkan kepada publik mengenai kapasitas Polri mengungkapkan bukti -bukt secara sistematis, ilmiah
dan professional. Sebagaimana diutarakan oleh Kapolri berikut ini,
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“mimsus telah mendapatkan Gtk terang dengon melokukan proses-proses pengnganan deon
pemenksgan secoro sgentific dengan melibotkon kedokteron forensik, oloh TKP dengan
melbatkon tim Pusiehfor untuk menguii balistik mengetohuw perkengan alur don tembakan,
pendalaman  terhodep CCTV dan handphone oleh Pusigbfor, biometric identification oleh
Pusingfis serto findokan loin yong tentunya bersifot iimiak” (Sumber: pernyataan Kapelri dalam
konferensi pers, tanggal @ Agustus 2022 di Mabes Polri)

strategi differentioton menyangkut pesan organisasi yang mengarahkan penilaian publik pada bukti-bulka
yang tengah dikumpulkan organisasi guna membentuk pengetahuan publik yang lebih luas sehingga
interpretasi publik mengalami pengalihan. Strategi Kapelri di atas, menguatkan aribusi mengenai kekuatan
sistem di Polri sehingza publik lebih memusatkan perhatiannya pada perkembangan setiap detzil upaya
penyidikan dan memberikan dukungannya.

strategi di tahap ini juga menggunakan kompensasi guna menggant kekecewaan publik terhadap kasus
F5, dengan fasilitas dan upaya Polri untuk menjawab pertanyaan dan ketidakpuasan publik Pada konferensi
pers tersebut, Kapolri mengutarakan bahwa Polri menyediakan ruang untuk diadakannya otopsi ulang
sebagaimana isu mengenai pengaburan fakta dalam kematian Brigadir Joshua. Hal tersebut merupakan
jaminan adamya transparansi Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut Berikut kutipannya,

“kitg berikan ruang outopsi wiong atou skshumasi don juga meloyani loporan polisi dan pihak
korban den tentunya ini odolgh merupokon wujud tronsporans! yong kami lokukan.” (Sumier:
pernyataan Kapolri dalam konferensi pers, anggal 9 Agustus 2022 di Mabes Palri)

Pada pesan di atas, Kapolri menunjukkan kebijakan Polri yang berupa penyediaan ruang autopsi dan
laporan pihak korban merupakan kompensasi atau rasa pertanggungjawaban Polri terhadap tindakan
kriminalitas oleh oknum kepolisian yang berimplikasi pada kekecewaan dan amarah publi k. Perilaku oknum
atau kasus F5 menjadi antithesis bagi fungsi Polri sebagai lembaga penjaga ketertiban dan keamanan
masyarakat. Memberikan kompensasi merupakan perilku etis untuk “membayar kerugian sosial” yang
dirasakan publik.

Pada @hapini, ada strategi lainyang muncul dalam pernyataan Kapolriyakni strategi dukungan otoritatif.
Strategi ini digunakan untwk menunjukkan bahwa langkah-langkah Polri dalam menyelesaikan kasus F5
merupakan manifestasi dari perintah Presiden Rl agar kasus tersebut digunakan sebagai momentum untuk
meraih kembali kepercayaan publik. Strategi dukungan otoritatif muncul untuk menguatkan dan meyakinkan
publik bahwa pemerintah mengawal dam memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk mengambil
keputusan yang krusial dalam penyelesaian kasus tersebutsebagai pertaruhan reputasi Polri sebagai lembaga

pelayan publik.

f...Don juga menjodi penekengn Bapak Presiden unfuk mergungkop kasus ini secare cepat,
tronsparan, don ckuntohel. Don jugo todi beliow perintahkan jongan eda yang rmgu-ragu, jangan
odo pong ditulup-tutupi, wngkap kebengran opg odonya, jangan sompal  menurunkon
kepercoyoan masyarokat terhodap Poln. Dan ini tentunye menjodi perintoh don amanat yong
tentunya soat ini dar kemarin juge telak kita loksonokan.” (Sumber: pernyataan Kapelri dalam
konferensi pers, tanggal 24 Agustus 2022 di Mabes Polri)

Kapalri tidak menggunakan strategi penyangkalan (deniol) mengingat stratesi ini tidak lagi sesual dengan
keterbukaan informasi di era digital . Strategi ini juga jelas melanggar etika profesi para anggota Polri sebagai
lembaga pelayan publik yang harus menyediakan layanan informasi terkait semua kasus kriminalitas di
masyarakat. Pemnilihan strategi yang efektif dalam mempertahankan atau memulihkan reputasi dan citra
organisasi bergantung pada pengzunaan bahasa yang efektif strategi pesan yang persuasif dan tindakan
simbolis yang dilakukan organisasi. Jelas, strategi penyangkalan menjadi bumerang bagi institusi Polri.

Kapalri dalam konferensi pers juga tidak menggunakan stratezi eveding of responsibility. Penggunaan
strategi tersebut memang tidaktepat karena akan semakin meruntuhkan citra dan reputasi Polri apabila dalam
kasus F5 tersebut, Polri menghindar serta melemparkan tanggung jawabnya. Gelombang informasi yang
semakin hari bertambah besar yang disertai dengan kekritisan publik dan peran baru media sosial sebagai
kontral sosial berimplikasi pada pilihan strategi komunikasi publik lembaga pada saat menghadapi krisis.
Hilangnya rasakepercayaam publik terhadap Polritersebut berpotensi menggiring krisis dalam masyarakat dan
memicu praktik main hakim sendiri.
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Penelitian ini juga tidak menemukan penggunaan strategi mortificotion dalam konferensi pers. Strategi
tersebut sekalipun dinilai memenuhi etika komunikasi pada saat krisis namun dalam kasus F5, permohanan
maaf kapolri tidak dilakukan. Sebaliknya, Kapolri lebih menekankan penggunaan strategi bolstering dan
comredtive gction sebagai strategi primer dalam melakukan restorasi citra dan reputasi Paolri.

Rapat kerja dengan Komisi Il DPR

Pertemuan atau rapat kerja dengan Komisi 1l DPR merupakan momentum bagi Kapolri untuk
mempertahankan legiimasi Polri dalam pemerintahan sebagai aparat negara. Membangun strategi restorasi
citra Polri di depan DPR yang notabene merupakan badan publik menjadi signifikan untuk dilakukan
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2 :

Tabel 2. Koding strategi Kapolri dalam rapat dengan Komisi 11 DPR terkait
kasus Ferdy Sambo

Kategori Indikator Rapat dengan Komisi
I DPR

Evading

responsibility

Pengkambinghitaman  Krisis disebabkan oleh
adanya pihaklain.

Defeasibility Kurangnya informasi atauw
kendali atas situasi yang
terjadi.
Krisis sehagai  Krisis terjadi secara tidak v
kecelakaan terduga
Teori Good intentions Perilaku ofensif dilakukan
Restorasi dengan niat baik.
Citra Benoit Redpoing
{1997) Offensiveness of
Ewent
Bolstering Menekankan perilaku baik v
organisasi
Minimization Tidak menekankan krisis
sebagai hal yang terlalu
serius
Differentiation Mengalihkan perhatian
Transcendence Menempatkan krisis pada
konteks perilaku yang lebih
bermanfaat
Attadk Accuser Menyerang penudub
Compensation Memberikan  kompensasi
pada karban
Corrective Action Merencanakanperbaikan v

dan menzantsipasi maszalah

Mortificotion KMeminta permchonan v
maaf terkait dengan
terjadinya krisis

Temuan Continuous Menekankan ko mitrmen v
peneliti improvement jangka panjang organisasi
sumber: Data diolah peneliti, 2022
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Berdasarkan tabe! 2, strategi restorasi citra Polri dalam rapat kerja dengan Komisi 111 DPR ialah melihat
krisis sebagai kecelakaam, bolstering, corrective action dan mortificotion. Pada data, peneliti menemukan
strategi lain selain yang dipaparkan oleh Benoit [1297) yaitu continuous improvement Polri. Bagian
selanjutnya, akan diurzikan mengenai pernyataan-pernyataan Kapolri dalam mela kukan strategi restorasi citra
Palri.

Berbeda dengan konferensi pers, Kapolri menggunakan salah satu taktik dalam strategi evading
responsibility yaitu melihat krisis sebagai hal yang tidak terduga atau kecelakaan. Hal tersebut dinyatakan
Kapaolri sebagai berikut,

“Tentunya opa yang terfodi ini musibah bogi kami semwa kereno yang tegodi ini menimpo
keluargo besar kam,i kelugrga besor Poin baik yang meninggol moupun yang tentunyg menjodi
tersangka tapi ini menjodi pil pahit bagi komi wuntuk perbgikon institusi Polr.” (Sumibser:
pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 111, tanggal 24 Agustus 2022 di Gedung
Musantara Il DPR RI, Senayan)

Strategi imi menunjukkan kepada anggota KEomisi 111 DPR Bahwa kasus FS merupakan peristiwa di luar
kendali lembaga Polri. Penggunaan kat@ “musibah” mengacu pada peristiwa yang tidak bisa diprediksi serta tak
diinginkan. Strategi ini digunakan untuk menegaskan bahwa Polri juga tidak mampu menghindari peristiwa
seperti kasus FS. Permyataan ini penting disampaikan dalam rapat kerja tersebut, sebagai upaya Kapolr untuk
membangun opini bahwa setiap organizasi memiliki peluang untuk mengalami krisis atau penyimpangan
perilaku angzotanya. Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 100 DPR, juga menggunakan strategi boistering
yang diungkapkan Kapolri sebagai berikut,

“Komi yakin bahwa masih banyak onggota komi yong mampu untuk berbuagt baik don tentunyo
kami dorong kepoda seluruh anggoto di lopangan bogi kelieon yong sudoh berbuat baik terus
bersemangat karenag institwsi Polr ini sampai kapanpun horus kito joga.” (Sumbser: pernyataan
kapolri dalamrapatkerja dengan Komisi 11, tanggal 24 Agustus 2022 di Gedung Musantara || DPR
Rl, Semayan)

Bolstering menjadi penegasan kepada anggota DPR bahwa banyak angzota Polri yang mampu
menjalankan tugasnya sesuai komitmen Polri menjadi institusi yang melindungi, mengayomi dan melayani
masyarakat. Kapolri, baik dalam konferensi pers maupun dalam rapat kerja menggunakan bolstering untuk
merestorasi citra guna mengurangi emosi nezatif publik, dengan menguatkan perasaan positif melalui apa
yang menjadi komitmen dan kontribusi Polri pada masyarakat. Pada saatkrisis terjadi, publik pada umumnya
mengalami kekecewaan terhadap perilaku organisasi. Menggugah ingatan publik pada komitmen serta
kontribusi organisasi merupakan strategi untuk ‘melunakkan’ emosi publik.

selain bolstering, comective oction juga merupakan strategi yang intensif dilakukan ol eh Kapolri. Strategi
ini merupakan strategi prirmer yang digunakan dalam krisis oleh karena menunjukkan upaya organisasi untuk
memperbaiki kondisi dan memulihkan sitwasi. Melakukan perbaikan dipandang sebagai kegiatan proaktf
organisasiuntuk mengatasi krisis sehingga menjadi entry point untuk mengembalikan kepercayaan publik dan
stakehelder. Berikut pernyataan Kapolri yang menunjukkan comedtive action,

“Bahwa kami betul-betwl akon memproses kasus ini secorg tonsparmn kemudian terbuko tidak
odo yong ditwtup-tutupi dan ini kita buktiken bogaimana kito melibotkan Kompolngs dan Komnos
HAM sshingga semugnyo biso bekerfo kemudion odaonya permintoan-permmintoan terkait dengan
ekshumaosi kito jugo loyani dan ini juge meruvpakan bagian dar bentuk keterbukoan kemi untuk
betul-betul bisg mengungkap kasus.” [Sumber: pernyat@an Kapolri dalam rapat kerja dengan
Komisi 11, tanggal 24 Azustus 2022 di Gedung Nusantara || DPR BRI, Senayan)

Pada awal terbukanya kasus F5, banyak sekali bukti yang menunjukkan kejangzalan dan kesimpangsiuran
informasi sehingza menyebabbka n publik tertarik dan mulai mengawal kasus ini. Kasus F5 juga dari awal sudah
melibatkan lembaga lain yang terlibat dalam mengkonstruksi informasi yang bertolak belakang dengan fakta.
Upaya-upaya Polri dalam mengungkapkan fakta dan keberanian menon-aktifkan personil Polriyvang melakukan
penyimpangan kode etik dalam kasus FS tersebut menjadi krusial dalam memperjuangkan nilai-nilai terkait
kebenaran serta keadilan. Pada konteks inilah, comective action harus secara konkrit diperjuangkan dan
disampaikan ke publik.
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selain melihatkasus FSsebagai musibah, strategi lain yang sebelumnya tidak ditunjukkan Kapalri dalam
konferensi pers ialah mortificotion. Pada kasus F5, sekalipun isu maupun moti f yang muncul di pemberitaan
masuk dalam ranah pribadi namun ol eh karena melibatkan beberapa personil Polri maka strategi ini dinilai
mewakili sikap atau respon Polri terkait kasus tersebut Strategi ini dinyatakan oleh Kapolri sebagai berikut,

“.. Dan kami mohon moaf bohwo peristiwa yong fteqgodi ini tentunya sanget mencederoi rosg
keadilon pubiik dan butuh walkty untuk kemudian komi membuat terong penstiva yang tegodi.”
[Sumber: pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 111, tanggal 24 Agustus 2022 di
Gedung Musantara |1 BPR BRI, Senayan)

Pada saat krisis, respon atau sikap organisasi yang paling tepat dan diharapkan publik adalah
menunjukkan penyesalan dan permohonan maaf kepada publik. Hal ini akan mengubah antipati publik
menjadi simpati dan empati. Mortificotion yang ditunjukkan Kapolri dalam rapat kerja Komisi 11l DPR bisa
dipahami sebagai penghormatan institusi Polri kepada Komisi 101 DPR BRI sebagai lembaga perwakilan rakyat
atau representasi publik. Mortification tidak dilakukan di konferensi pers karena dua kegiatan tersebut
memilili perbedaan power relofions atau relasi kekuasaan antar kelembagaan. Artinya bahwa, rapat kerja
tersebut bukan bermakna koordinatif namun Polri diinterpretasikan sebagai aparat negara yang tunduk di
bawah otoritas wakil rakyat

Sebagai negara yang menganut sistem presidensiil maka semua institusi negara berada dalam jangkauan
koordinasi Presiden. Setiap kementerian dan lembaga yang masuk dalam lingkup eks ekutif akan berada di
bawah kekuasaan Presiden secara subordinatf. Hal tersebut berarti, Polri merupakan bagian dari kekuasaan
eksekutif (Sanur L, 2022) maka powsr relations dalam hal ini Polri berada di bawah lembaga DPR.

Pada data, penelitian ini menemukan adanya strategi lain yang muncul dalam pernyataan Kapolrn yaitu
continuous improvement Kapolri dalam rapat kerja tersebut terus menekankan upaya perbaikan dan
komitmen Polri untuk terus berbenah diri. Continuows improvement merupakan strategi yang meyakinkan
publik sekaligus stoksholder mengenai komitmen jangka panjang mengenai meningkatkan pelayanan yang
sesuai demgan ekspektasi masyarakat. 5ebagaimana dinyatakan Kapaolri berikut ini,

“Kemudion tentunyg terkait dengan upgoyo-vpayg kami untuk terus memperbaiki sebenamyn di
dalam perpol komi, itv kito jugo melokukon perubohan-perubohan wntuk bise mengikuti apo
yang memjodi keinginan masygrokat.” (Sumber: pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan
Komisi 111, tanggal 24 Azustus 2022 di Gedung Nusantara || DPR RI, Senayan)

Penyataandi atas menegaskan bahwa perbaikan instutusi Polri merupakanupaya yang berkesinambungan
dan menjalankan komitmen membutuhkan investasi waktu jangka panjang. Strategi ini muncul sebagai
implikasi banyaknya kasus yang dihadapi oleh Polri selain kasus F5 dan berkembangnya temuan |ain seperti
judi dan jual beli narkoba di kalangan anggota Polri. Rangkaian kasus tersebut menyebablkan turunnya indeks
kepercayaan publikterhadap Polri sepanjang akhir 2021 sampai 2022. Kapolrimelalui continuows improvement
berupaya membangun opini bahwa Polri tak pernah berhenti membenahi kualitas layanannya seperti yang
menjadi standar keinginan masyarakat.

Pelayan publik membutwhkan strategi komunikasi yang tepat sehingga publik teredukasi dan bisa
memberi kan feedback yang sesuai bagi peningkatan pelayananyang berorientaszi pada kepuasan publik [Faiz=h
et al., 2021}. Pemilihan strategi dalam merestorasi citra merupakan hal yang sangat krusial oleh karena pesan
organisasi kepada publik pada awalterjadinyakrisis sampai paska krisis menentukan citra organisasi tersebut.
Citra sebagaimana merupakan konstruksi sosial, dalam pengel olaannya membutuhkan ketrampilan organisasi
untuk merumuskan strategi penyampaian pesan yang sesuai dengan situasi saatkrisis berlangsung.

Strategi Kapolri di awal krisis yang lebih menskankan bolstering merupakan pesan yang ditunjukkan
untuk membangkitkan kembali owgreness publik mengenai kiprah institusi Polri sebagai lembaga penjamin
keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penggunaan strategi bolstering tersebut diikuti strategi
corredtive action dan hisrorchical power untuk mempertezas pesan Kapolri mengenai kekuatan Polri sebagai
lembaga yang berkredibilitas dan profesional dalam menangani kasus tersebut.

Pada konferensi pers lanjutan, Kapolri kembali menekankan strategi cormective action serta diikuti strateg
compentation dan differentiotion sebagai pesan pada publik yang menunjukkan bahwa Kapolri telah
mengambil kebijakan dantindakan progresifterkait perkembangan kasus F5. Tindakan korektif dilakukan terus
menerus sesuai dengan dinamika temuan kasus tersebut Kapolri juga menyatakan kompensasi sebagai
perilaku etis pada saat krisis terjadi serta mefakukan tindakan diferensiasi sebagai wpaya wntuk
mempertahankan fokus publik maupun stokeholder pada kinerja dan profesionalitas Polri, mengingat kasus
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tersebut melibatkan banyak petinggi Polri. Strategi dukungan otori@tif yang disampaikan oleh Kapolr
dibutuhkan untuk menyatakan bahwa semua kebijakan Kapolri yang terkait denmgan penyidikan dan
penanzanan kasus FS memperoleh legiimasi dan justifikasi dari Presiden Rl sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi lembaga eksekutif.

Berbeda dengan strategi yang digunakan pada saat konferensi pers, Kapolri memilih strategi melihat
krisis sebagai kecelakaan, bolstering, corrective oction dan morntificetion serta continwous improvement sebagai
strategi yang digunakan dalam rapat kerja dengan Komisi 11l DPR. Perbedaan power relgtions serta konteks di
mana komunikasi berlangsung berimplikasi pada perbedaan pemilihan strategi restorasi citra. Improvisasi
dalam membangun retorika harus disesuaikan dengan publik maupun situasi. Sekalipun demikian, retorika
yang dibangun teap berorientasi untuk menyelamatkan reputasi organisasi. (Coombs, 2010}

Memahami retorika sebagai kerangka praktik komunikasi dengan PR, Heath (2012 menjelaskan bahwa
relasi antarakeduanya terletak pada etika dan makna. Retorika merupakan esensi mengenai rel asi organisasi
dengan lingkungannya. Retorika dapat membantu organisasi menjadi organisasi yamg baik melalui
berkomunikasi dengan baik serta membantu masyarakat berfungsi secara maksimal. Sebagaimana PR
didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang secara retoris berarti menyesuaikan kepentingan organisasi
terhadap masyarakat demikian pula sebaliknya, dengan menciptakan makna bersama. Retorika membantu
organisasi fokus pada interpretasi yang berbeda dan berpijak pada zona makna dimana organisasi dan
pemangku kepentingan harus mengkoordinasikan, mendefinisikan dan membuat makna bersama mengenai
sebuah situasi, khususnya masa krisis.

SIMPULAN DAN SARARN

Pengatahuan publik maupun stokeholder terbentuk melalui kemampuan organisasi menyaring a@u
menginterpretasikansikap dan pengalaman prikadi mereka terhadap organisasi. Pada titik inilah, erganisasi
perlu melakukan improvisasi perumusan pesan, sesuai dengan situasi, dinamika pengetahuan serta sikap
publik terhadap krisis tersebut. Kemampuan retorika organisasi kemudian menjadi krusial sebagai strategi
menjaga reputasi organisasi selama krizsis berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa retorika dan
pemilihan strategi terkait dengan power relotions antara organisasi dengan publik maupun stoksholderyang
dihadapinya.

sekalipum demikian, konsistensi organisasi dalam menggunakan strategi merupakan hal yang krusial.
Pada penelitian ini, boistering dan comective action secara konsisten digunakan oleh Kapolri. Perspektif PR
untuk merumuskan strategi merupakan hal yang krusial guna mempertimbangkan kelayakan strategi tersebut
dalam mendukung sikap organisasi dan potensinya mengubah sikap atau respon publi k dan stokeholder dari
negatif menuju positif. kesalahan dalam pemilihan strategi berimplikasi pada bertambah sulithya upaya
melakukan restorasi citra dan berpotensi kehilangan mendapatkan simpati dari publik dan stokeholder.
Inkgnsistensi dalam menggunakan strategi menunjukkan kurangnya kepastian, kejujuran serta kapasitas
organisasidalam hal komunikasikrisis_ Penelitian ini menyisakan kemungkinan kajian-kajian lain yang dapat
dikembangkan dari strategi restorasicitra organisasi. Restorasicitrasebagaisebuah produk retorika, bisa dikaji
misaknya dengan etnografi komunikasi maupun wacana di balik pamilihan strategi.

REFEREMSI

Benoit, W. L (1997). Image repair discourse and crisis communication. Peblic Relotons Aeview, 23(2), 177—
1E6. https://doi org/10.1016/503563-E111(97)00023-0

Benoit, W. L, & Drew, 5.(1997). Appropriateness and effectiveness of image repair strategies. intemational
Joumal of Phytoremediation, 21(1),153-163. https://doi org/10.1080/08034219700367671

Coombs, W. T, B Holladay, 5. §. (2010). The Handbook of Crisis Communication. West Sussex: Blackwel|
Publishing Lxd

Faizah,|_ K., Soekrani, T. 5, & Panuju, R. (2021). ° Toprose Temanku *5 ebagai Strategl Koemunikasi
Pemerintohan dan Pelayonan Publik kobupaten Tuban * Toprose Temanku " as Communication
Strotegy for the Gowernment and Public Services of Tuban District. 101}, 116128,

Grunig, I. E. [1993). Image and substance: Fram symbelic to behavioral relatonships. Public Relations Review,
19(2}), 121-139. https-//doi_org/10.1016/0363-8111(93)90003-U

Heath, R. L, & O'Hair, H. D. [2010). Handbook of risk and crisis communication. In Hondbook of Risk and Crisis
Communicotion. hittps://doi.org/10.4324/9780203891620

Hsieh, H. F., & Shanmon, 5. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitotive Health
Research, 15(9), 1277-12E68. https//doi.org/10.1177/104973 23052 76687

FOMUNIFATIF Vol 11 Ho. I Desernber 2027 177




[Tar Inpprrt [ndravani] [Eetorika dan Poaser Eelstiony]

thlen, @., & Heath, RL {2012). The Handbook of Organizational Rhetoric and Communication. R: Wiley
Blackwell_

L'Etang, J. (2013). Public Rel ations: A Disciplinein Transformation. Sacology Composs, 7{10), 799-817.
hitps//doi.org/10.1111/s0c4.12072

Litbang Kompas [2022). Survei | ithang Kompas citra positif Poln terus merosotkini di bawah 50, Diakses di
https:f/nasional kompas .com/read/2022/10/27/10301721/, pada 27 Oktober 2022.

Moody, M. (2011).Jon and Kate Plus B: A casestudy of social media and image repair tacti cs. Public Relotions
Review, 3714}, 405—414. https//doi.org/10 1016/] pubrev_2011 06004

schreier, M. (2012). Qualitative Content Anal ysis in Practice. In 34 G6E Publicotions.

Seager, M. W, Ulmer, R_R., Novak, ). M., & Sellmow, T. {2005). Post-crisis discourse and organi zational change,
failureand renewal . joumal of Organizational Change Management, 18(1], 78-95.
https:.-".-"doi.nrg,-".‘ln..‘l 108/09534810510579869

sharkansky, 1. (2002). Slogan as policy. Journal of Comparotive Policy Analysis: Research ond Proctice, £{1), 75—
93, https //doi .org/10.1080,/1 38760802084 12671

sShava,&. M., Hleza, 5., Tlou, F. M, Shonhiwa, 5., shava, G. M, Hleza, 5., Tlou, F, Shonhiwa, 5., & Mathonsi, E.
{2021). Qualitative Content Analysis, Ltility, Usability and Processes in Educational Research.
International Journal of Resegrch and Innovation in Sodal Science, V{vii), 535-558.
whanwTsisinternational.org

Slade-Brooking, C. (2016). Creoting a brond identity: A guide for desigrers. London, England: Laurence King
Publizhing.

waszkiewicz-raviv, A (2018). Image as the organization * s communicated megning through public reletions
activities Przedsiebionzoss | Zarzgdzonie Aliga Waszkiswic-Roviv imoge os the organization *s
communicated meaning through public relations activities. February.

Wheeler, & & Millman, D. (2017). Designing Brand identity: An Essentiel Guide for the Whele Branding Team
(5th ed.). Somerset: lohn Wiley & Sons, incorporated.

FOMUHIFATIF Vol 11 Ho. I Desember 2022 178



